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BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR -'13 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka 
perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku 
Tengah Nomor 49 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Mendahului 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun Anggaran 2016; 

Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1645); 
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2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan 
Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3961); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5767); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon 
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3137); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Serita Negara 
Tahun 2011 Nomor 31 O); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Tahun 2015 
Nomor 903); 

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159); 

17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 
Nomor 179); 

18. Peraturan Supati Nomor 49 Tahun 2015 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 [Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 
Nomor 218); 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan: PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

SUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

( 1) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dimaksud dalam Peraturan 
Bupati ini adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun Angaran 2016 yang dianggarkan dalam 
Program dan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Program 
dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat 
pada Rencana Kerja dan Anggaran. Saluan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undaiigan yang berlaku. 
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Pasal 2 

( 1) Pelaksanaan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat 
dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) disahkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang 
undangan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Perubahan I APBD Ka bu paten Maluku 
Tengah Tahun Anggaran 2016. 

(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal · :,5 Hei 2016 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

ABUA 

IBRAHIM 

> 

ARI DAERAH 
TE MALUKU TENGAH, � 

Diundangkan di M ohi 
pada t al 2o ec 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN 2016 NOMOR2� 

EKR 
{ BU 

-4- 



e • > 
> • 

• f 
" 

0 0 

§§ 

00 

00 

�� ., ., 
SS - - - - - - ., ., 

� � 

00 

0 0 

�- 

SS 

� :i: � 8 8 
8S888 ss:: 

;;: ;: :; s. ;;: ;: ;;.;;: ;;: ;;: ;;.;;. ;;: ;: 
t:� ;;t:;.: t:� ��t:t: ��t:;.: 

NN•�----o 
000-,�v,v,-c:,-, 

8 8 &: � 8 

v, ......... "'"' "'!"'"' "'"'!" v,V, 

N tJ rJ N N tJ !" N N ,_, !',> N N 

;;:: ;;;;: ;.;;; ;;;;:; ;;;:;: ;;;;;:;; 
� � :.�n,nnnn� � �,q;t t.n.:: � 
!"'"'"'"'!"!""""'"'!"'!"'�!" 
!""'"'.., ........ ,...!".., .... ,...!"!" 
N !" N N >J tJ,...."' N tJ I"'!" - 

t:r;q::v:::;;=os�&�88 
8S�f38�_::18��88� 

SS�Sf388S_S�SS 
8883888888�888 

s�sssssssss13ss 
888888888888 

e 

0 ., 

§§ 

0 

0 ., 

., - 

J.. .... 

::;;;::�88 = 8 BBSS 

.S 8 Z S B S 8 
sessss� 
e e e e e e e 
:.: r ;;: :.: ;: ;;: ;;: 

" ·� .... "' ,., .... 

"'"'!-""'"'"' 
!"!""'!"" !" .., ........ ._, "' 

8Sf3SS�8 
Z8888SS 
e e t::: � t.'l e t::: 

:------- 

N tJ t.; 

- - "'..,. .... 

- 



---------- :- 
---------- !"' ............ ..., 1" !"' .... !"' ..... 1" 

opppooppop 

8.888888888 
888888.8888 
8888.888888 
22,:g,g,e,>2,>2 
� f>- !"- !'" 
..., ,... 1" .... 
.... _,... !-' l;.) !-' ,... 

000000.opoo 

88 

• 

PP 
88 
8: ;;.: 
00 

O p p p Q p O p O p o O 

88 8888888888 
cip pcipppppcipo -:-----:---- e- 

"'"' ............... "' ........ !"' ... 
ooo::;:000000 o 

.... ,... .... ..., ..., ,... ........ ..., .... 
c c s a e e e e s e 
COoC:..OooOO :-��:-�!-'l"�f>-- 

..... :-,,, .... ..,. v, :-,,, ..,. "" 

........... ..., ..., "' 

----------- ............................................... 
................ f>- f-- ... - '!'- 
.... i.., N N N .... ..._. !°" N 

8888888888 
8888888888 
8.888888888 
���.:e���.f�� 

• 

88 
00 
"" 00 

• • • i a 


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf

